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WACANA 


PEMERINTAHAN DIGITAL UJUNG TOMBAK PELAYANAN PUBLIK 


Pemerintah terus memperbaiki sistem pelayanan publik. Salah satunya dengan 
membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem ini dibangun untuk 
mengintegrasikan proses kerja pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan 
masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis 
Elektronik (SPBE) merupakan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan 
terpercaya. Salah satu capaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PANRB) tahun 2018 ini menetapkan agar setiap instansi pemerintah, baik pusat 
maupun daerah harus menggunakan aplikasi umum, paling lambat dua tahun setelah Perpres 
ini ditetapkan. 

Perpres yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2018 lalu merupakan salah satu 
produk kebijakan pemerintah yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB dan beberapa 
kementerian/lembaga terkait. Disebutkan, Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan 
penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, dengan unsur yang meliputi Rencana Induk 
SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses 
bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan 
SPBE. 

Menurut Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, sistem ini menjawab 
kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik cepat, murah, dan mudah. 
Yanuar menyampaikan hal ini terkait acara International Public Service Forum 2018 yang 
berlangsung di Jakarta.Forum tersebut membahas penerapan kebijakan e-government untuk 
peningkatan kualitas pelayanan publik. Forum yang diselenggarakan Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini menghadirkan sejumlah inovasi 
dan pencapaian pelayanan publik di Indonesia. 

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang lebih dikenal dengan E-Government. Melalui 
Perpres ini untuk pertama kalinya Indonesia akan memiliki arsitektur dan rencana 
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti negara maju dan perusahaan kelas 
dunia. Penerapan e-government bukan semata membangun sistem saja tapi juga memastikan 
koordinasi antarinstansi yang selama ini tidak terjalin dengan baik menjadi lebih teratur dan 
tidak membingungkan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik juga harus mampu 
beradaptasi dengan dinamika sosial masyarakat. 

Dalam Perpres juga diatur mengenai aplikasi SPBE yang digunakan oleh instansi 
pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan SPBE, dimana aplikasi terdiri atas 
aplikasi umum, dan aplikasi khusus. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus 
menggunakan Aplikasi Umum. Sementara itu instansi pusat dan pemerintah daerah dapat 
melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, namun harus didasarkan pada 
arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE pemerintah daerah masing-masing. 

Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi Umum dilaksanakan paling 
lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dimana setiap pimpinan 
instansi pusat dan kepala daerah mencegah dan menghentikan pembangunan dan 
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pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum. Pembangunan dan pengembangan 
Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan 
pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, 
akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian,dan pengaduan 
pelayanan publik. 

Menurut Yanuar, keuntungan memiliki e-government, dapat menghemat anggaran 
hingga triliyunan rupiah sekaligus mempermudah layanan publik bagi masyarakat. Dalam 
penerapan e-government, masyarakat menjadi sentral dalam perbaikan sistem tata kelola dan 
pemanfaatan teknologi oleh pemerintah, oleh karena itu partisipasi publik menjadi hal yang 
penting untuk diperhatikan. Dengan membuka ruang partisipasi masyarakat untuk 
memberikan masukan dan turut serta dalam implementasi program, legitimasi dan dukungan 
terhadap suatu keputusan kebijakan akan meningkat. Dengan demikian, kepercayaan dan 
kepuasan publik terhadap pemerintah juga akan bertambah,” ungkap Bupati Banyuwangi 
Abdullah Azwar Anas dalam forum yang sama. Hal senada juga disampaikan oleh Deputi 
LAN Muhammad Taufik. Menurutnya, mengedepankan masyarakat berarti mendorong 
budaya kolaborasi antara pelaksana dan pembuatan kebijakan, karena kebutuhan masyarakat 
berubah lebih cepat dari kebijakan pemerintah. 


Disarikan dari 


http://ksp.go. EREE digital- ujung-tombak-pelayanan- EPE html 
https:// id/site/b kini/d h b 


gunakan- aplikasi umum 


PERTANYAAN TUGAS 3 
Aktor perumus kebijakan terdiri dari perumus kebijakan formal dan informal. 


a. Jelaskan aktor perumus kebijakan formal dan informal! 
b. Analisislah aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan e-government! 


Ketentuan Pengerjaan Tugas 3 
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1. Aktor merupakan penentu isi kebijakan dan dinamika tahap-tahap proses kebijakan. 
Actor perumus kebijakan dapat dibedakan menjdi dua yaitu aktor formal dan informal. 
Termasuk dalam kelompok resmi/ formal adalah: 

A. Badan-badan administrasi (agen-agen pemerintah) 

Badan adminsitrasi sebagai pelaksana dari kebijakan publik. Badan administrasi 
dapat melakukan penyesuaian kebijakan ketika melaksanakan kebijakan. Oleh karena 
perannya yang penting, sudah seharusnya para pembuat kebijakan (politik) 
melibatkan badan administrator untuk ikut serta dalam formulasi kebijakan agar 
kebijakan dan penerapannya bisa selaras. 

B. Presiden (eksekutif) Keterlibatan presiden dalam perumusan kebijakan dapat dilihat 
pada komisi-komisi presidensial, maupun dalam rapat-rapat kabinet. Bahkan presiden 
terlibat secara pribadi dalam perumusan kebijakan. 

C. Lembaga legislatif (kongres) 

Lembaga ini bersama dengan eksekutif (presiden dan pembantu-pembantunya) 
memegang peranan yang krusial dalam pembuatan kebijakan publik. Lembaga ini 
berperan dalam melegislasi kebijakan baru maupun merevisi kebijakan yang 
dianggap keliru. Setiap undang-undang yang menyangkut masalah publik harus 
mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif, misalnya kebijakan menyangkut 
swadana rumah sakit. Keterlibatan lembaga legislaif dapat dilihat dalam mekanisme 
dengar pendapat, penyelidikan-penyelidikan dan kontak-kontak yang mereka lakukan 
dengan pejabat adminsitrasi, kelompok-kelompok kepentingan dan lain sebagainya. 
Di negara demokrasi, peran legislative dalam perumusan kebijakan didasaarkan pada 
keberadaan mekanisme check and balances dengan eksekutif. Hal ini menyebabkan 
pergeseran kekuasaan eksekutif tidak menggeser secara apriori kekuasan legislatif. 

D. Lembaga yudikatif 
Badan yudikatif seringkali mempengaruhi substansi kebijakan public melalui 
penggunaan kekuasaan penijauan yudisial dan penafsiran undang-undang terhadap 
kasus yang diajukan kepadanya. Tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan 
untuk menentukan tindakan-tindakan yang akan diambil oleh cabang-cabang 
eksekutif maupun legislative sesuai dengan konsesi atau tidak. Bila kebijakan yang 
diambil bertentangan dengan konstitusi negara, maka lembaga yudikatif berhak 


membatalkan dan menetapkan tidak sahnya suatu kebijakan. 
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Aktor informal adalah peran serta tidak resmi dalam perumusan kebijakan diikuti oleh 

kelompok-kelompok yang meskipun aktif dalam proses perumusan kebijakan namun 

mereka tidak mempunyai kewenangan yang sah untuk membuat kewenangan yang 

mengikat. 

Termasuk dalam actor informal antara lain: 

A. Kelompok kepentingan 
Kelompok ini memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan public hampir 
di semua negara. kelompok kepentingan menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, 
yaitu menyatakan tuntutan dan memberikan alternative tindakan kebijakan. 
Kelompok ini seringkali juga memberi informasi kepada pejabat public dan 
seringkali informasi yang diberikan bersifat teknis mengenai sifat serta konsekuensi 
yang mungkin timbul dari kebijakan yang diajukan. 
Pengaruh kelompok kepentingan terhadap keputusan kebijakan tergantung pada 
fakor: ukuran-ukuran keanggotaan kelompok, keuangan dan sumber-sumber lain, 
kepaduan, kecakapan dari pemimpin kelompok, tidak adanya persaingan organisasi, 
tingkah laku para pejabat pemerintah, dan tempat pengambilan keputusan dalam 
sistem politik. Suatu kelompok kepentingan akan efektif untuk mempengaruhi suatu 
kebijakan, namun cenderung tidak efektif mempengaruhi bidang kebijakan lainnya. 

B. Partai Politik 
Dalam masyarakat modern, partai-partai poitik cenderung melakukan agregasi 
kepentingan. Partai tersebut berusaha mengubah tuntutan-tuntutan tertentu dari 
kelompok kepentingan menjadi alternative kebijakan. Keinginan untuk memperoleh 
dukungan saat pemilu mengharuskan partai politik memasukkan tuntutan-tuntutan 
yang luas dalam masyarakat dan mencegah kelompok yang menonjol untuk menjauh. 

C. Warganegara individu 
Peran warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan masukan terhadap kebijakan. 
Beberapa ilmuwan politik berspekulasi bahwa pemberian suara dalam pemilihan- 
pemilihan yang murni mungkin merupakan suatu metode yang penting dari pengaruh 
warga negara dalam pembentukan kebijakan karena hal tersebut memungkinkan 
warga negara untuk memilih para pejabat dan sedikit banyak menginstruksikan 


pejabat-pejabat ini mengenai kebijakan tertentu. 
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2. Pada dasarnya peranan para actor yang terlibat dalam perumusan e-goverment dapat 
dibagi kedalam dua wilayah kategori. 
Pertama, pendapat aktor yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan 
pemerintah. Para aktor dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua 
tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua berangkat 
dari para aktor yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para 
aktor yang masuk dalam kategori ini terbagi kedalam dua kubu, yakni mereka yang 
memandang kebijakan publik sebagai keputusan keputusan pemerintah yang mempunyai 
tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik 
sebagai memiliki akibat akibat yang bisa diramalkan. 
Para aktor yang termasuk kedalam kubu yang pertama, melihat kebijakan publik dalam 
tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian 
kebijakan. Dengan kata lain, menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas dapat 
dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti 
bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan 
kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk 
mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kubu kedua lebih melihat kabijakan publik terdiri 
dari rangkaian keputusan dan tindakan. Oleh karena itu proposisi yang menyatakan 
bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga- 
lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik- 
baiknya agar bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk-bentuk kebijakan yang 
lain, seperti misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta. 
Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan e-government kemudian menjadi 
ciri khusus dari kebijakan publik. Kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh 
apa yang dikatakan sebagai penguasa dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh 
tertinggi pada suku-suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, 
penasehat raja dan semacamnya. 
Mereka ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu 
sistem politik, diakui oleh sebagian besar anggota-anggota sistem politik, mempunyai 
tanggung jawab untuk masalah-masalah e-government, dan mengambil tindakan- 
tindakan yang diterima secara mengikat dalam waktu yang panjang oleh sebagian 
terbesar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang 


diharapkan. 
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Beberapa tahap-tahap permumusan e-government oleh para actor adalah sebagai berikut : 

A. Tahap Penyusunan Agenda 
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah e-government pada 
agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk 
dapat masuk ke dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah 
masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah 
mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi 
fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk 
waktu yang lama seperti: 
e Penyusunan Agenda 
e Formulasi Kebijakan 
e Adopsi Kebijakan 
e Implementasi Kebijakan 
e Evaluasi Kebijakan 

B. Tahap Formulasi Kebijakan 
Masalah e-government yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 
para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari 
pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai 
alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu 
masalah untuk masuk ke agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan e- 
government masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan 
yang diambil untuk memecahkan masalah e-government. Pada tahap ini, masing- 
masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 

C. Tahap Adopsi Kebijakan 
Dikumpul dari sekian banyak alternatif kebijakan e-government yang ditawarkan oleh 
para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut 
diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur 
lembaga atau keputusan peradilan. 

D. Tahap implementasi kebijakan 
Suatu program e-government hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program 
tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program e-government 
yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, 
yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di 


tingkat bawah. Kebijakan e-government yang telah diambil dilaksanakan oleh unit- 
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unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Beberapa 

implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementers), namun 

beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. 
E. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Tahap ini kebijakan e-government yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, 
untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. 
Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk merahi dampak yang diinginkan. Dalam 
hal ini, untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, 
ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai 
apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Istilah kebijakan 
dalam kehidupan sehari-hari Istilah kebijakan dalam kehidupan sehari-hari sering 
digunakan untuk menunjuk suatu kegiatan yang mempunyai maksud berbeda. 

Para aktor mengembangkan berbagai macam definisi untuk menjelaskan apa yang 
dimaksud dengan e-government. Masing-masing definisi memberikan penekanan yang 
berbeda-beda, namun definisi yang dianggap lebih tepat adalah suatu definisi yang 
menekankan tidak hanya pada apa yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup pula 
arah tindakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, para ilmuwan dalam 
mengkaji e-government dapat menempatkan ilmu politik sebagai ilmu yang bebas nilai atau 
sebaliknya, ia dapat terlibat aktif dalam memecahkan persoalan-persoalan masyarakat. 
Sehingga tidak bebas nilai. Sisi lain, perhatian para ilmuwan politik semakin besar. Hal ini 


ditunjukan oleh banyaknya tulisan dan studi menyangkut e-government 


Saat ini kita berada 
di ambang revolusi 
teknologi yang 
secara fundamental 
akan 
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mengubah cara kita 
hidup, bekerja, dan 
berhubungan satu 
sama lain. Dalam 
skala, ruang 

lingkup, dan 
kompleksitasnya, 
transformasi yang 
sedang terjadi 
berbeda dengan apa 
yang 

telah dialami 
manusia 
sebelumnya. 


